Menimbang

Mengingat

WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang

berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara
bertahap dan berkesinambungan merupakan bagian dari
upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

. bahwa dalam rangka mewujudkan konsistensi dan

sinergitas antara proses perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kota
Bukittinggi serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai
sumber daya dalam pembangunan daerah;

. bahwa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2022 telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota
Nomor 21 Tahun 2021, namun dalam pelaksanaannya
perlu disesuaikan dengan asumsi kerangka ekonomi
daerah, kerangka pendanaan, program kegiatan prioritas,
sasaran pembangunan serta perubahan kebijakan
nasional;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia
Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 496);

7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022



Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 yang
selanjutnya disebut Perubahan RKPD merupakan dokumen perubahan
perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 sampai dengan triwulan II yang
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan
perubahan ini dimaksudkan guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan
penganggaran, efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran
pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang disesuaikan
dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan evaluasi RKPD Tahun 2022.

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2022 memiliki tujuan sebagai pedoman dalam
penyusunan :

a. rancangan kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja
daerah tahun 2022;

b. rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan anggaran
pendapatan dan belanja daerah tahun 2022; dan

C. rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022.

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I mengenai Pendahuluan;
b. BAB II mengenai Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Triwulan II Tahun 2022;
c. BAB III mengenai Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah;
d. BAB IV mengenai Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;
e. BAB V mengenai Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah; dan
f. BAB VI Penutup.
(2) Penjabaran Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.



Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 Agustus 2022
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto
ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,
dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 22



